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A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau (atihan bagi
peranannya di masa yang akan datang (UUSPN. 1989, pasal 1, ayat 1).
Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menentukan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas kerja tenaga
terdidik (Harbison dan Myers, 1964). Hal ini sejalan dengan fungsi
pendidikan yang tertuang dalam UUSPN No.2 tahun 1989 yang
menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan
kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia
sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana hainya diatur
dalam Peraturan Pemerintah no 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat
berfungsi  ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan
mengembangkan pendidikan nasional. Oleh sebab itu pencapaian tujuan
bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi
tanggung jawab orang tua dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mengelola sekolah terdapat dua faktor yang turut
menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Faktor yang
pertama adalah faktor ekstemnal antara lain masyarakat yang merupakan

konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan, oleh



karena itu masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengelolaan sekolah
mulai dari perencanaan sehingga memahami seluruh kebutuhan sekoiah,
terutama yang menyangkut sumber dana yang dipertukan oleh sekolah. Di
samping itu masyarakat juga termasuk di dalamnya (faktor ekstemal)
adalah kebijakan pemerintah, faktor lingkungan, politik, sosial dan budaya,
serta perkembangan tingkat ekonomi, situasi dan kondisi suatu negara.
Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor intemal termasuk di dalamnya
adalah segala sesuatu yang fangsung berkaitan dengan pengelolaan
sekolah antara lain: pengelolaan/manajemen sumber daya manusia,
manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen
kurikulum, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen
peserta didik, pengawasan dan penilaian pendidikan.

Faktor ekstemal dan internal adalah dua faktor yang saling
berpengaruh di mana keduanya merupakan hal yang sama-sama
berfungsi dan berperan dalam pencapaian tujuan. Masyarakat/orang tua
sebagai pengguna jasa turut bertanggung jawab atas terselenggaranya
pendidikan dengan cara berpartisipast dalam pengadaan dana, karena
salah satu faktor penyebab belum tercapainya kualitas, adalah karena
keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
seperti diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).
(Idochi Anwar 2000:87) Sebagaimana diketahui anggaran untuk sektor
pendidikan dalam RAPBN 2001 besamya hanya 3,83% dari total APBN

atau 0,8% dari GDP.



Persentase biaya pendidikan merupakan yang terendah dalam
sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Malah jika dibandingkan dengan
APBN 2000, besar anggaran menurun 30,5%. Depdiknas sendiri
sebenamya menyodorkan usulan anggaran minimal sebesar Rp. 27,028
tnliun atau 9,16% dar RAPBN. Anggaran itu untuk menutupi anggaran
rutin, pembangunan, dan swadaya. Sementara usulan itu dibuat
berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan .

Selain ity Komisi VI juga meminta pemerintah memberikan
pedoman. kepada Pemda, untuk menyediakan 10-20% pendapatan
daerah untuk anggaran pendidikan. Sementara pertimbangan Komisi VI
menolak rencana anggaran pendidikan dari pemerintah yang terlalu kecif,
karena tidak akan mampu meningkatkan kualitas hasil pendidikan,
mengingat rendahnya peringkat kualitas SDM Indonesia. Menurut laporan
UNDP tahun 2000, HRD Indonesia berada di urutan 109, jauh di bawah
Filipina pada posisi 77, Thailand 76 dan Malaysia 72, serta Brunei 32.
Posisi ini menurun empat tingkat dari tahun sebelumnya pada posisi 105
(Edwin Z, Tempo Interaktif 3.htm, Jakarta, 2001).

Sebagai bahan masukan tentang praktek pengelolaan pendidikan,
dalam hal ini, petlu diperhatikan hasil laporan Bank Dunia (1998) menurut
Jiyono,cs, dalam School Based Management, Konferensi Pendidikan
indonesia, (1999:7) mengenai dualisme pendidikan dasar yang
mengemukakan bahwa pemisahan fungsi teknik edukatif dan fungsi

administratif sumber daya seperti rancunya pembagian tanggung jawab



dan peranan manajenal, keterlambatan dan terpilah-pilahnya sistem
perencanaan dan pembiayaan menjadi “tidak efisien” minimal pada empat
elemen berikut int:

o Pengeluaran untuk peningkatan kualitas pendidikan menjadi

' terabaikan karena berada di fuar lingkup kedua departemen untuk
mencarikan sumber dayanya;

o Peningkatan kualitas menjadi terhambat karena perlengkapan yang
disediakan oleh kantor dinas sering tidak sesuai dengan kebutuhan
atau permintaan sekolah. Disamping subsidi pemerintah dalam
bentuk BOP senng mengalami realokasi di tingkat dinas terutama
untuk menutupi pengeluaran dinas, sehingga subsidi dana yang
semestinya Rp. 700.000,- diterima oleh sekolah pada umumnya
sisanya berkisar antara Rp. 200.000,- sampai Rp.250.000 per
tahun;

. Karir guru sering tidak menentu karena promosi dari guru SD untuk
menjadi guru SLTP harus mefibatkan dua departemen. Sefain itu
promosi dan pemindahan guru atau Kepala Sekoiah sering
diputuskan secara sepihak oieh dinas tanpa mengacu pada
penilaian yang dibuat oleh Depdikbud;

o Dualisme pengadministrasian ini, pada akhimya tidak memberikan
ikim yang kondusif untuk melakukan koordinasi kebijakan,
perencanaan, dan pengimplementasian dalam rangka mencapai
tujuan wajib belajar pendidikan dasar (Laporan Bank Dunia dalam
School Based Management 1999:35).

Perkembangan selanjutnya, karena dipandang dualisme
pengelolaan pendidikan itu menjadi penghambat yang serius, maka
dengan mengacu pada UU No. 22 dan 25 tahun 1999 dan PP No. 25
tahun 2000. Kantor Wilayah Pendidikan WNasional dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan diintegrasikan menjadi satu atap yaitu Dinas
Pendidikan Daerah di Propinsi danfatau Kabupaten/Kota. Namun format
pemberdayaan sekolah mengacu pada konsep school based
management masih mencan bentuk yang sesuai dengan ikiim di mana

sekolah itu berada selaras dengan sistem desentralisasi pemerintahan.
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Pengintegrasian kantor dinas dan kantor wilayah pendidikan
nasional di tingkat Propinsi danfatau Kabupaten/Kota salah satu tujuannya
adalah efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan, di samping unfuk
mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan
pendidikan nasional. Laporan Bank Dunia (1997 hal 80)
merekomendasikan bahwa perlu otonomi lebih besar kepada sekolah
yang disertai manajemen sekolah yang bertanggung jawab. Otonomi yang
lebih besar harus diberikan kepada Kepala Sekolah dalam rangka
pemanfaatan sumber daya dan pengembangan strategi managjemen
berbasis sekolah sesuai dengan kondisi sétempat. Namun demikian
otonomi yang lebih besar ini harus dikuti oleh pemilihan Kepala Sekolah
yang baik yang memiliki ketrampilan dan karakteristik yang diperiukan
untuk mengelola sekolah bernuansa otonom. Hal ini penting dilakukan
mengingat Kepala Sekolah sebagai Administrator dan juga sebagai
Supervisor mempunyai kewajiban untuk mengelofa sekolah, dalam arti
bagaimana Kepala Sekolah memberdayakan seluruh sumber daya secara
sinergi dalam sistem kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan.
Disamping itu Kepaia Sekolah juga punya kewajiban untuk membantu
meningkatkan kemampuan guru baik dalam bidang kognitif, afektif dan
psikomotor agar terjadi perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar
mengajar. Jadi yang paling penting adalah Kepala Sekolah harus punya
ketrampilan untuk menjalankan kedua peran di atas, serta mampu
berperan sebagai manajer sekolah.
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Upaya peningkatan mutu dalam pengelolaan sekolah diperukan
dukungan biaya yang memadai. Tersedianya biaya tetapi tidak dikelola
secara efektif dan efisien tidak menjamin peningkatan mutu yang
diharapkan. Nanang fattah (2000:90) mengemukakan upaya peningkatan
mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga
faktor utama vyaitu {1). Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti
kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar, (2). Mutu proses
belajar mengajar yang dapat mendorong siswa belajar efektif, dan (3).
Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikawT ketrampilan, dan nilai-
nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu
keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang-dibutuhkan dan
tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah.

Untuk kelancaran sekolah diperlukan manajemen, beberpa ahli
hampir sependapat dan mengemukakan, bahwa manajemen dapat
didefinisikan sebagai suatu proses yakni: sebagai suatu tindakan,
kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran
tertentu, dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dalam organisasi. Proses
manajemen menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan
manajerial atau proses manajerial, yang dibagi kedatam tiga fungsi utama
yaitu: perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Sedangkan menurut Engkoswara {1987) fungsi manajemen terdiri
atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena itu berdasarkan
keterangan di atas manajemen selalu dituntut  unfuk  mampu
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memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai
tujuan sekolah. Sumber daya dapat dikiasifikasikan atas sumber daya
fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan (sumber dana),
sumber daya waktu. Dengan demikian, manajemen sumber daya
keuangan yang efektif dan efisien juga memberikan kontribusi pada karya
manajemen yang optimum.

Untuk lebih mempertajam kontribusi manajemen keuangan
terhadap kelancaran sekolah, perlu diadakan penjabaran atas fungsi
manajemen Kkeuangan tersebut dan masing-masing fungsi akan
merupakan kunci sukses bagi sékoiah. Dalam pengelofaan sekolah pada
masa yang penuh tantangan dan perubahan, fungsi manajemen
keuangan menjadi sangat menonjol dan perlu diketahui, dipahami oleh
Kepala Sekolah, sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap
pengelolaan sekolah.

Hasil studi Heyman dan Loxley (1989) pada 29 negara yang dikutip
oleh Bank Dunia dalam Basic Education Study (1989) menyatakan bahwa
faktor guru, waktu belajar, manajemen sekolah, sarana fisik dan biaya
pendidikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap prestasi belajar
siswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk
menjalankan program sekolah menjadi salah satu faktor penting untuk
memenuhi kualitas dan prestasi belajar.

Agar pengelolaan anggaran sekolah tidak terjadi pemborosan dan

dapat dihitung keuntungan {(benefif) yang diperoleh adalah penting untuk



harus dihitung sesuai prinsip ekonomi pendidikan. Cohn, Elchanan

(1979:8) mengemukakan bahwa isu utama dalam ekonomi pendidikan
menyangkut identifikasi dan ukuran nilai ekonomi bagi pendidikan, alokasi
sumber-sumber dalam pendidikan, gaji guru, biaya pendidikan, dan
perencanaan pendidikan.

Nanang Fattah {2000:79) menyampaikan analisis Bank Dunia yang
menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan infi
pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang sangat
signifikan terhadab tingkat keuntungan ekonomi. Berdasarkan temuan
studi tersebut bahwa keuntungan ekonomi (rate of refum) investasi
pendidikan termnyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan
membandingkan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Ini berarti bahwa investasi
pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan, baik secara sosial
maupun ekonomis.

Untuk menentukan apakah penyelenggaraan pendidikan memberi
keuntungan, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Tujuan analisis
dalam biaya pendidikan adaiah untuk: pertama menganalisis investasi
dalam pendidikan dan kedua mempelajari hubungan antara keuntungan
dari sekolah dan investasi pendidikan.

Agar analisis biaya dapat digunakan secara tepat guna, harus

digabung dengan analisis terhadap proses belajar mengajar, yaitu suatu
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analisis terhadap keluaran yang dihasilkan oleh pendidikan. Tolok ukur
yang dapat dilihat dari analisis ini adalah perbandingan anatara mutu
lufusan dengan biaya yang sudah diinvestasikan.

Biro Perencanaan, Sekerariat Jenderal Depdikbud (1989:4)
mengemukakan:

“Perhitungan biaya akan ditentukan oleh komponen kegiatan
pendidikan dan biaya satuan. Komponen kegiatan pendidikan ini meliputi
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang belajar, ruang
laborarorium, ruang perpustakaan, alat pelajaran dan alat olahraga, buku
pelajaran/buku perpustakaan, perabot sekolah dan alat tulis menulis”

Oleh karena itu cost adalah perhitungan atau biaya yang
dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dalam
pendidikan.

Seperti apa yang dikemukakan oleh H.M_Levin (1987:426) sebagai
berikut;

“School finance refers to the process by which fax revenues and
other resources are derived for the formation and operation of elementary
and secondary schools as well as the process by which those resources
are allocated to school in different geographical areas and to types and
fevels of education “.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa keuangan
sekolah merupakan sumber daya yang ditenima dan digunakan untuk
menyelenggarakan pendidikan disekolah yang mengandung konsekuensi
bagi sekolah, yaitu sekolah harus mengelola sumber dana tersebut secara

efektif dan efisien untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Biaya pada

lembaga pendidikan biasanya meliputi :
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Direct cost dan inderect cost. Direct cost (biaya langs B

biaya yang tangsung berproses daiam produksi pendidikaﬁ di mana

biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu
pendidikan, biaya langsung akan berpengaruh terhadap output
pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil
lainnya, pembetian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat
laboratrium, buku pelajaran, buku perpustakaan dli, biaya fangsung
untuk pengajaran harus memenuhi unsur sebagai berikut: inheren
pada hasil, kuantitatif dapat dihitung, tak dapat dihindarkan, indirect
cost (biaya tidak langsung) ialah biaya yang dipergunakan siswa
agar dapat melaksanakan pendidikan. Biaya tidak langsung
meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya biaya lainnya.
Social cost and Private cost, social cosf dapat dikatakan sebagai
biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh
masyarakat. Sedangkankan private cost adalah biaya yang
dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan
termasuk di dalamnya forgone opportunities (biaya kesempatan
yang hilang). Sebagai contoh di Amerika Serikat:

1. Adanya kewajiban siswa untuk belajar, terutama bagi yang
telah berusiz 16 tahun yang menurut undang-undang di
Amerika Serikat sudah boleh dipekerjakan:;

2. Beban pajak, lembaga pendidikan dibebaskan dari pembayaran

pajak kekayaan, pendapatan dan penjualan. Konsekuensinya



adalah sekolah memperoleh keuntungan dari perusahaan lain,
sehingga dapat memberi masukan dengan harga lebih rendah,
atau total pengeiuaran yang dilaporkan untuk penyediaan
peralatan dan lain-lain, akan lebih tinggi biayanya jika tidak
dibebaskan dari pajak.

Cohn Eichanan (1979) mengemukakan biaya merupakan unsur
yang sangat penting dan menentukan dalam mekanisme penganggaran.
Biaya akan mempengaruhi pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Konsep efektivitas biasanya dihubungkan dengan upaya pencapaian
perolehan hasil yang diharapkan, dalam pendidikan efektivitas diartikan
sebagal suaftu keadaan di mana tujuan adalah merupakan suatu
keberhasilan. Sedangkan efisiensi diartikan sistem pendidikan dapat
dinilai memiliki efisiensi bila tujuan yang dikendaki diperoleh secara
maksimal melalui daya dan dana yang minimal.

Investasi dalam pembiayaan pendidikan secara global digolongkan
ke dalam: (1) Yang menyangkut gaji personil, (2) Yang menyangkut
kegiatan siswa, (3} Yang berhubungan dengan bangunan, sarana dan
prasaranna termasuk pemeliharaannya.

Strategi penentuan kebutuhan biaya di Indonesia menjadi teramat
penting, terlebih-lebih apabila dikaitkan dengan pembangunan Nasional
Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan penentuan
anggaran untuk pembangunan pendidikan nasional seperti menetapkan

program prioritas bidang pendidikan Nasional antara Jain:
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(1) Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, (2) Peningkatkan
mutu pada sefiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan, (3) Peningkatan
relevansi pendidikan dan atau keterkaitan danketerpadanan (link and
match)antara sekolah dan kebutuhan masyarakat, (4) Pendidikan dan
penguasaan ifmu pengetahuan dan teknologi (5) Pembinaan kebudayaan
nasional yang ditujukan untuk memperkukuh jati diri dan berkepribadian
bangsa. (Pokja, 1999:1)

Kelima program pendidikan diatas tentu saja bukan hanya siogan,
tetapi betul-betul program yang harus direalisasikan yang membutuhkan
biaya yang sangat besar.

Pembangunan pendidikan akan dapat berjalan dengan baik
memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dapat mencapai tujuan jika
didukung oleh dana atau biaya program sekolah sesuai kebutuhan riel
sekolah. Dalam hal kebutuhan ini muncul konflik kepentingan secara
politis, antara program pembangunan pendidikan dengan pembangunan
lainnya di mana masing-masing mengatakan bahwa programnya yang
lebih penting. Terepas dari perdebatan tersebut sekolah sebagai
pelaksana terdepan dalam program pembangunan sumber daya manusia
melalui jalur pendidikan, tentu memerlukan standar kebutuhan anggaran
baik dalam ukuran yang paling minimum maupun ideal.

Agar kualitas kompetitif yang dipersyaratkan dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dapat terpenuhi, febih
dahuiu peru dirumuskan kedudukan kebutuhan untuk memberi
pemahaman yang tepat khususnya berkaitan denga kebutuhan sekolah.

Witkin (1984:5) mengutip pendapat Maslow mendefinisikan kebutuhan

sebagai sesuatu yang diinginkan seseorang dalam konsistensi yang
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mencukupi, dan diperiukan sebagai satu ciri dari personalitinya, yang juga
perlu dipahami untuk menyatakan sebuah kondisi atau keadaan, seperti
tingkat kebutuhan, baik dari kebutuhan fisik sampai aktualisasi diri.

Perkembangan yang mendorong penilaian kebutuhan adalah
timbulnya minat menganalisis sistem dan perencanaan yang sistematis,
pergerakan akuntabifitas, dengan penekanan yang lebih baik pada output
daripada input atau proses, dan menggunakan teknik manajemen baru,
utamanya sistem pembiayaan, pemograman, perencanaan, dan
manajemen sesuai tujuan.

Upaya mencukupi konsistensi kebutuhan yang diperfukan institusi
sekolah, dan menumbuhkan minat yang bergairah dalam perencanaan
program sekolah yang strategik, atau perencanaan sistem terbuka dalam
merumuskan kebutuhan, elemen utamanya adalah keterlibatan secara
terbuka semua pihak yang terkait dan relevan, dalam merumuskan
kebutuhan, untuk menentukan arah yang akan datang dalam mengelola
program pelayanan belajar disekolah.

Untuk mengetahui kebutuhan yang benar-benar diperfukan, maka
lebih dulu dilakukan analisis prioritas, dengan menilai kebutuhan
menggunakan teknik studi korelasi. Witkin (1984:6) mengutip pendapat
Kaufman (1982} mendefinisikan penilaian kebutuhan (Needs Assessment)
adalah analisis formal yang menunjukkan dan menyimpan gap, antara

hasil-hasil saat ini dan yang diinginkan (Secara ideal hubungan gap



dengan hasil), mengatur gap (kebutuhan) dalam hal prioritas menyeleksi
kebutuhan untuk dapat dipecahkan.

Penilaian kebutuhan anggaran sekolah adalah kemampuan
mengenali gap atau selisih, yang ada dengan standar yang telah
ditentukan, datam hasil-hasil yang menunjukkan apakah itu sesuatu yang
terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan sebagai sesuatu alat yang
membutuhkan satu konsensus mengenai siapa yang bertanggungjawab
mengerjakan sesuatu, perlu didukung oleh peralatan dan kelengkapan
yang dibutuhkan dalam perencanaan dan mengatur perioritas kebutuhan.

Ketersediaan dana pada tingkat kelembagaan pendidikan seperti
sekolah, permasalahannya adalah kefidaksesuaian antara sumber dana
yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa maupun personil
sekolah lainnya, dengan sumber dana nyata yang tersedia yang
berhubungan dengan program kurikuler, program ekstrakurikuler, sarana
dan prasarana, materi ﬁengajaran dan pembinaan personil sebagai modal
utama pelayanan belajar, yang berkualitas dan memenuhi produk yang
juga berkualitas.

Tujuan Needs Assessment, untuk mengenali program inovatif dan
kreatifitas suatu sekolah, yang didukung oleh informasi dan fakta-fakta
kebutuhan sekolah, menggunakan metode atau teknik yang sistematis
dan memperbaiki program yang dapat memecahkan masalah kebutuhan
sekolah, sebagai dasar yang kuat dalam penentuan kebijakan pelayanan

belajar secara berkelanjutan untuk menghasifkan lulusan yang berkualitas



dan kompetitif dengan sekolah sejenis lainnya yang paling standar
sekalipun.

Nanang Fattah (2000:109) dalam penelitiannya mengidentifikasi
kebutuhan biaya Sekolah Dasar difokuskan pada kebutuhan operasional,
penyelenggaraan sekolah didasarkan pada kebutuhan nyata yaitu terdiri
dari gaji dan kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar
mengajar, pemeliharaan maupun penggantian sarana dan prasarana
sekolah, peningkatan pembinaan kegiatan kesiswaan, peningkatan
kemampuan profesional guru, administrasi sekolah, dan pemantauan,
pengawasan, dan pembinaan dari tingkat kecamatan dan kabupaten.

Mengacu pada fokus kebutuhan operasional penyelenggaraan
tersebut, disadari bahwa produk pengefolaan pendidikan yang telah
berlangsung selama ini secara kuantitas, baik dilihat dari pengadaan
gedung sekolah, maupun jumlah lulusan setiap jenjang dan jenis
pendidikan indonesia, sudah mengalami kemajuan yang berarti dalam
melaksanakan pendidikan, berkat adanya kesungguhan dari usaha
pemerintah, yang selalu didukung oleh partisipasi masyarakat dan berkat
adanya bantuan dari berbagai pihak yang simpatik terhadap pendidikan.

Perlu dimakiumi bahwa untuk mencapai kualitas pengelolaan dan
kualitas fulusan, yang kompetitif dengan sekolah sejenis dan {apangan
kerja Indonesia, masih dihadapkan kepada berbagai macam kendala

antara fain rendahnya profesionaltas tenaga kependidikan dan guruy,



rendahnya profesionalitas lufusan, dan rendahnya daya dukung biaya
untuk menyelenggarakan pengelolaan sekolah.

Rendahnya dukungan pembiayaan yang dibutuhkan sekolah untuk
menunjang pengelolaan sekolah tentu akan berdampak buruk terhadap
pendidikan maupun sumber daya manusia baik secara kualitas maupun
kuantitas. Kesenjangan mutu sekolah, efisiensi, pendayagunaan sumber
pendidikan, tujuan yarig harus dicapai dan rafe of refum sangat erat
kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan secara optimal.
Sebagai gambaran akan diperlihatkan alokasi dana persiswa pada
Sekolah setiap jenjang sekolah, baik pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah
Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Umum, maupun pada tingkat
Perguruan Tinggi.

Idochi dan Yayét Hidayat Amir (2000:87) mengiformasikan selama
tahun anggaran 1995-1996 biaya total tahunan sekolah negeri dan swasta
termasuk pengeluaran di luar sekolah oleh siswa dan keluarga mereka
(Tabel 1 pada halaman berikut) mencapai Rp.21.649 miliar, merupakan
5% dari GNP sedang. Dari seluruh pengeluaran pendidikan, 55% berasal
dari anggaran pemerintah langsung untuk pendidikan, selebihnya berasal
dari sumber-sumber non pemerintah terutama siswa dan kelurga.

Tabel 1 pada halaman berikut: Memberikan gambaran bagaimana
tentang besaranfumlah dana yang dialokasikan untuk setiap jenjang

pendidikan Sekolah di Indonesia.



Tabel 1:
Alokasi Dana Pemerintah per Siswa untuk Sekoiah Negeri, 1995-1996

Jenis Jumiah Pengetuaran Pendidikan Pengetl. Total

Sekolah | Siswa | Keluarga %
~{1000) {Pem. . Keluarga | Total Dituar Peny/
C- A Pusat ~ | Pengg. ] Sekolah Jenjang

Sekolah

Dasar 29.448 5.508 537 6.044 1.285 7.329 34%

SLTP 8.403 1.925 860 2,785 886 | 3671 17%

SM 4676 1.714 803 2517 769 3.286 15%

PT 2650 1.537 3.893 5.431 653 | 6.084 28%

Lainnya 1.279 1.279 1.279 5%

Total 45117 11.963 6.093 18.056 3593 | 21.649 100%

Sumber: Administrasi Pendidikan Teori, Konsep & fimu (2000:87)

Besaran dana pendidikan yang terlihat memperlihatkan bahwa
dana pendidikan masih relatif kecil, padahaf faktor manusia sebagai faktor
terpenting dalam suatu organisasi sekolah, kualitasnya akan dapat di
tingkatkan jika mendapat informasi penting tentang teknologi pendidikan
baik melaiui media masa maupun pelatihan khusus, karena merupakan
salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mengatasi berbagai
masalah pengelolaan bendidikan. Manusia dipandang sebagai faktor
masukan (input) dalam meifaksanakan kegiatan manajerial, operasional
dan non operasional, oleh karena itu tersedianya anggaran atau biaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia atau biaya pendidikan
merupakan faktor yang sangat menentukan terwujudnya kegiatan-
kegiatan pendidikan secara kongkrt untuk mencapai hasil {output) yang
kongkrit pula. Yaitu output yang mampu menyesuaikan dengan tuntutan

situasi dan kondisi.




ingemar dan Saha (1983:3) mengutip pendapat Schultz (1980)
mengemukakan bahwa secara tradisional investasi pendidikan didasarkan
atas asumsi yang optimistik, dan membenarkan bahwa pendidikan bagi
penduduk memberi kontribusi yang ‘sangat besar bagi pembangunan
sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pendidikan memberi
kontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan penduduk.

Oleh karena lembaga pendidikan merupakan lembaga yang dapat
mengubah masyarakat baik dalam status sosial, maupun status ekonomi
maka penentuan kebutuhan biaya dan anggaran penyelenggaraan suatu
sekolah baik oleh pemerintah maupun swasta haruslah Ididasarkan pada
kebutuhan real sekolah. Rendahnya anggaran yang disediakan dan
penentuan anggaran dengan sistem flat dan block grant yang selama ini
dipraktikkan yaitu menyamaratakan plafon anggaran pada setiap sekolah
yang disediakan disamakan sesuai jenis dan tingkat sekolah itu sendiri,
dengan tidak memperhatikan kebutuhan rie! masing-masing dipandang
sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan.

Sedangkan yang diperlukan dan sangat penting adalah
menentukan anggaran sekolah sesuai kebutuhan sekolah, jika anggaran
sekolah sesuai kebutuhan maka sekolah terhindar dari suasana frustasi
atau jalan buntu. |

Pentingnya penyediaan anggaran dalam mengelola sekolah atas
dasar kebutuhan “menjadi alasan kuat’ bagi peneliti untuk melakukan

analisa kebutuhan pembiayaan sekolah yang akan berdampak untuk



meningkatkan mutu dalam sistem manajemen berbasis sekolah pada
Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP). Pentingnya melakukan analisa
kebutuhan pembiayaan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa biaya yang
ideal sesuai standar kebutuhan akan dapat menghasilkan output yang
berkualitas yaitu kemampuan untuk bersaing dalam era globalisasi.

Kemampuan menggalang kerja sama dengan yang lain dan juga
punya daya tahan, yang tentu saja semua ini bisa diperoleh apabila biaya
yang tersedia berdasarkan kebutuhan. dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran-sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ingemar dan
Saha (1983:18) menyatakan pendidikan tidak boleh diartikan sebagat
“konsumsi”, tetapi pendidikan harus diartikan sebagai “investasi” yang
produktif. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu dalam
membentuk kepribadian, tetapi pendidikan menyediakan berbagai macam
tenaga kerja yang sangat penting untuk mendukung pembangunan
industri dan  pertumbuhan ekonomi. Pendidikan membutuhkan
pengeluaran yang tidak sedikit dari keuangan agar mampu memberikan
kontribusinya berupa pertumbuhan ekonomi masyarakat dan
pembangunan bangsa, sedangkan bagi individu akan meningkatkan
kemampuan ekonomis dan kecerdasan individu.

Biaya (cosf) dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu jumlah
uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan
untuk terlaksananya fungsi-fungsi atau kegiatan pencapaian tujuan dan

sasaran—-sasaran dalam rangka proses manajemen sekolah. Adanya
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perbedaan mencolok perolehan atau output yang dihasilkan antara satu
sekolah dengan sekolah lainnya, diperkirakan salah satu penyebabnya
perbedaan itu adalah biaya yang diperoieh oleh sekolah ada yang sekedar
cukup, tetapi ada yang masih jauh dar standar yang dibutuhkan
tergantung dukungan masyarakat di mana sekolah itu berada.

Analisis kebutuhan biaya dan dari mana saja sumber-sumber biaya
dapat diperoleh untuk menyelenggarakan sebuah sekolah menjadi sangat
penting, untuk menentukan biaya yang ideal dalam mengelola sekolah,
sehingga akan diperoleh informasi yang jeias kontribusi biaya terhadap
kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM).

Pola pengembangan pendidikan SLTP Negeri telah digariskan
dalam kebijakan, untuk menanggulangi pembiayaan pendidikan akan
diperoleh dari dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah masyarakat dan orang tua. Sesuai dengan apa yang
tercantum dalam Undang—undang Sistem Pendidikan No. 2 tahun 1989,
bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemernntah,
masyarakat dan orang tua sebagai mana juga dinyatakan dalam Garis-
garis Besar Haiuan Negara.

Pada saat sekarang kenyataan di lapangan dirasakan betapa
kurangnya perhatian masyarakat dan keiuarga terhadap dunia pendidikan,
sehingga seofah-olah pendidikan itu hanya merupakan tanggung jawab
pemerintah. Oleh karena itu sebagian besar tanggung jawab pembiayaan

pendidikan masih harus berasal dari anggaran biaya pemerintah. Dengan
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alokasi yang bisa disediakan untuk pendidikan dasar, khususnya SLTP

Negeri dan Swasta, di masa yang akan datang masih akan tetap
memperiihatkan ketidakseimbangan antara tersedianya dana dengan
kebutuhan, jadi jelas untuk menggali sumber biaya dari pihak masyarakat
dan keluarga mutiak diperlukan, disamping diupayakan strategi lainnya.

SPP unfuk tingkat SLTP Negeri sudah dihapuskan maka satu-
satunya sumber biaya yang diperoleh dari keluarga adalah dari BP3, yang
tentu saja pendapatan dari keluarga ini tidak akan mencukupi untuk
membiayai seluruh kebutuhan SLTP, oleh karena itu perlu dicarikan jalan
atau usana lain untuk mengatasi masalah-masalah pembiayaan. Tentu
saja keberhasilan usaha ini akan sangat tergantung kepada aktivitas dan
kreativitas para pengelola sekolah, termasuk keluarga dan masyarakat, di
mana hal ini sudah tercantum dalam UUSPN No 2 tahun 1989.

Disadari oleh semua pihak bahwa pendidikan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain penentuan anggaran sekolah
belum mengacu pada kebutuhan pembiayaan sekolah. Daiam hal ini yang
menarik perhatian peneliti adalah kesenjangan kebutuhan pembiayaan
sekolah yang disediakan pemerintah, dengan kebufuhan ril biaya
pengelolaan sekolah belum pernah menjadi prioritas pembangunan,
dalam mengatasi problematika pengelolaan sekolah.

Oleh karena itu untuk menelaah secara akademik kebutuhan riit

anggaran pengeliolaan sekolah, lebih mendalam peneliti ingin melakukan
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penelitian tentang “MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH PADA SLTP
NEGERI DAN SWASTA DI KOTA CIREBON" (STUDI! KETERKAITAN
ANTARA LEVEL BIAYA DAN MUTU LULUSAN).

Bidang kajian penelitian ini adalah manajemen keuangan sekolah
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi

anggaran pada SLTP Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.

B. Gambaran Umum Kota Cirebon

Selama ini terdapat kesan bahwa bahwa faktor lingkungan sering
tidak diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga, timbul
berbagai masalah antara lain: input pendidikan kurang dikelola secara
optimal dan output pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atau lingkungan dalam menunjang pembangunan nasional.

Pendidikan dengan segala permasalahannya tidak berdiri sendiri,
melainkan terkait dengan masalah-masalah di luar sektor pendidikan.
Pendidikan sebagai institusi sosial, tumbuh dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan merupakan institusi
yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. |

Faktor-faktor lingkungan secara langsung maupun tidak langsung
berpengaruh  terhadap perkembangan pendidikan. Faktor-faktor
lingkungan tersebut adalah administrasi Pemerintah Daerah, demografi,
geografi, sosial budaya dan keagamaan, ekonomi, politik, ilmu

pengetahuan dan teknologi serta transportasi dan komunikasi.
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Memahami dan memperhitungkan pengaruh  faktor-faktor
lingkungan, maka para perencana dapat. memahami pengaruh timbal
balik antara faktor lingkungan dan pendidikan, mengaplikasikan potensi
faktor lingkungan seoptimal mungkin dalam perencanaan pembangunan
pendidikan, dan membantu pengembangan lingkungan melalui
perencanaan pendidikan.

Keadaan Administrasi Pemerintahan, Kependudukan, Geografi,
Ekonomi, Sosial Budaya serta Transportasi dan Komunikasi di Kota
Cirebon tahun 1999/2000, menggambarkan bagaimana kehidupan di l(pta
Cirebon. Gambaran tentang Kota Cirebon di tinjau dari berbagai aspek

akan divisualisasikan dalam bentuk tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2 :
Keadaan Administrasi Pemerintahan, Geografi, Sosial, Budaya,
Agama serta Transportasi dan Komunikasi

Adm. Pemerintahan | - Geografi s@.amaaan S dan o
- ' : : T Komunikasi
Kecamatan SD Alam menonjol | Pend. Islam 207.420 Transportasi
5 o mesjid 150 daratflaut
udara *jyang
dominan
Desa/Kelurahan Kemarau Pend. Protestan 2.569 | TV. 25011000
22 11 Buian Gereja i4 penduduk
Luas Wilayah Penghujan Pend. Katolik 7.784 Telepon
37,358 Km? 1 Bulan 10/1000
penduduk
Curah Hujan Pend. Hindu 1.453,
2,439 mm Pura 1
Puskesmas 20
Rumah Sakit 8

Sumber : Profil Pendidikan Kandep Diknas 2000 Kota Cirebon

!




1. Administrasi Pemerintah Daerah Tingkat {|

Sesuai UU No. 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah sebagai
koordinator semua instansi sektoral dan Kepala daerah merupakan
penguasa tunggal yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
pembinaan dan pengembangan wilayah.

Daerah Tingkat Il sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan,
melaksanakan pembangunan yang mempunyai arah dan tujuan yang
harus dicapai melaiui pembangunan semua bidang, termasuk bidang
pendidikan dan kebudayaan. Ini berarti bahwa rencana pembangunan
pendidikan di Dati Il tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Dati Il secara keseluruhan.
Oleh karena itu segala usaha dan pembinaan dan pengembangan
dibidang pendidikan di Dati if harus berada di bawah pengetahuan dan
koordinasi dan Pemda Tingkat Il untuk menjaga keserasian dan
keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai arah dan
tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kota Cirebon terdiri atas 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan/Desa
dengan luas wilayah seluruhnya sebesar 37.358 km2 Kota ini sebelah
Utara berbatasan dengan sungai Kadung Pane, sebelah Timur
berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan
Sungai Kalijaga, dan sebelah barat berbatasan dengan Banjir
KanalfKabupaten Cirebon. Dari jumiah  Kelurahan/Desa tersebut

0 diantaranya atau 0% merupakan desa tertinggal, dan pada tahun

'
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1999/2000 diperoleh dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebanyak O desa
dengan kumulatif dana (termasuk tahun-tahun sebelumnya) sebanyak

Rp. O,-.

2. Geografi

Faktor geografi yang mencakup antara lain aspek keadaan alam
dan sumber daya alam dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan
pendidikan. Pengaruh ini mungkin bersifat menunjang dan mungkin pula
bersifat menghambat.

Tersedianya sumber daya alam jelas merupakan faktor yang
menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung, keadan
geografis yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman
penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil. Keadaan ini merupakan
kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan kesempatan belajar.

Keadaan topografi di wilayah kota Cirebon perlu diperhatikan dalam
kaitannya dengan: Rencana penentuan lokasi sekolah, Rencana
Rayonisasi penerimaan siswa baru, Rencana Supervisi sekolah, Rencana
Penempatan Guru, Rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku
serta peralatan pendidikan.

Sumber daya alam yang tersimpan di daétan, di sungai, maupun di
lautan (jika ada) merupakan potensi ekonomi yang besar. [ni berarti
bahwa pengolahan sumber daya alam secara efisien dan efektif akan
meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan



kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif
terhadap penyediaan dana pendidikan.

Di kota Cirebon terdapat berbagai sumber daya alam, diantaranya
yang menjadi andalan adalah: Laut, sungai dan daratan.

Faktor ikiim yang mencakup antara iain aspek lainnya musim
kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan. Aspek-
aspek ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Musim kemarau di Kota Cirebon biasanya pada bulan April sampai
Oktober sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Nopember sampai
Maret dan curah hujan rata-rata adalah 3/6 serta curah hujan tertinggi dan

terendah masing-masing 809 dan - 52 mm.

3. Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat
dapat digambarkan sebagai berikut. Gambaran keadaan keagamaan
dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk yang beragama islam sebanyak
207.420 orang, Protestan sebanyak 12.569 orang, Katolik 7.784 orang,
Hindu sebanyak 1.453 orang dan Budha sebanyak 4.359 orang. Untuk
melaksanakan ibadahnya pemeluk agama tersebut didukung oleh 193
Mesijid dan Mushalla, 20 Gereja, 1 Pura dan 4 Wihara.

Mengenai keadaan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi
masyarakat pada umumnya adalah baik dengan angka harapan hidup
61 Tahun, yang didukung oleh Puskesmas sebanyak 20 buah dan Rum.ah

Sakit 8 buah.



4. Tranportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan
komunikasi merupakan sarana untuk memperpendék jarak antar daerah
satu dengan daerah lainnya. Transportasi merupakan alat angkut baik
transportasi darat (kereta api, mobil, bis, sepeda motor, sepeda dan lain-
l2in) maupun tranportasi perairan (kapal laut, motor boat, perahu dan lain-
l2in) dan transportasi udara, sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
semuanya ditujukan untuk memperlancar barang dan jasa dari suatu
tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat yang
dituju baik dari pedesaan sampai keperkotaan, dan dari daerah
perbatasan dan daerah terpencil, serta kemudahan siswa berangkat
sekolah.

Berhubungan dengan itu, dapat diinformasikan bahwa: (1) jaringan
kelas | sepanjang 0 Km terdiri atas 0 km kondisi baik, 0 km kondisi rusak
ringan, 0 km rusak berat; (2) jaringan kelas i sepanjang 55 km terdiri atas
0 km kondisi baik, 0 km kondisi rusak nngan dan O km kondisi rusak berat;
(3} Jaringan kelas I[| sepanjang 69 km, diantaranya G km dalam keadaan
baik, 0 km keadaan rusak ringan, dan 8 km keadaan rusak berat.

Mengenai jumlah sarana transportasi di daerah perkotaan adalah
banyak dan di daerah pedesaan adalah cukup. Sehingga membantu

lancarnya perhubungan antar wilayah.



Tabel 3 :
Keadaan Demografi dan Ekonomi

N Demografi Ekonomi
Penduduk seluruhnya  257.691 Pendapatan Asli Daerah (PAD}
Rp 11.482.136.312 -
Penduduk 7-12 Tahun  32.003 Pajak Bumi dan Bangunan
Rp. 2.076.680,-
Penduduk 13-15 Tahun 15,061 Pendapatan Perkapita Rp. 4.283.500 -
Penduduk 16-18 Tahun  13.701 Upah Minimum Regional {(UMR)
Re. 230.000,-/Buian
Tingkat Pendidikan: Pertanian, Kehutanan, Perburuhan dan
perikanan 2.636
¢ Tidak/belum pernah sekolah 0 Pertambangan dan penggalian 881
e Tidak/belum tamat SO 0
Tamat SD/MI 5499 Industri Pengolahan 9.702
Tamat SLTP/MTs 5.481 - Listrik, gas dan air 888
- Bangunan 6.9333
Kepadatan Penduduk  6.905 Mata Pencaharian:
-  Tamat SMU/SMA 4,396 - Pedagang besar, eceran, rumah
makan dan Hote! 35.180
- Tamat SMK 3.066 - Angkutan, pergudangan dan
komunikasi 8.109
- Tamat Diploma il 1.554 - Keuangan, asuransi, usaha
persewaan bangunan tanah, dan
jasa perusahaan 2 566
* Tamat Diploma lll/Sarmud ~ 3.552 - Jasa Kemasyarakatan 2500
Tamat Sarjana 5.439 - Mata pencaharian lainnya 111
Tidak Terjawab 229.004
Membaca/Menulis:
* Dapat membaca dan menulis 201.844
* Buta huruf 7,465

Sumber Profil Pendidikan Kandep Diknas 2000 Kota Cirebon.
5. Demografi
Pendidikan diperuntukan bagi manusia, bagi penduduk dan salah
satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan
penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik
perseorangan maupun sebagai kelompok adalah sasaran pendidikan.
Sehingga aspek kependudukan periu dipertimbangkan dalam pendidikan.
Jumlah penduduk di kota Cirebon adalah 257.991 orang.
Diantaranya jumlah tersebut 32.093 berusia 7-12 tahun, 15.061 berusia

13-15 tahun, dan 13.701 berusia 16-18 tahun. Menurut data tahun

il



19989/2000 penduduk kota Cirebon ini bertambah 10.565 (4,3%) per tahun
dengan angka kelahiran 0,20% dan angka kematian 0,20%. Angka
migrasi keluar diperkirakan sebesar 0,05% per tahun dan migrasi ke
dalam sebesar 0% per tahun. |

Tingkat pendidikan penduduk dapat digambarkan sebagai berikut:
tidak/belum pemah sekotah sebanyak 0 orang, tidak/belum tamat SD
sebanyak 42.578 orang, tamat SD/M! sebanyak 5.499 orang, tamat
SLTP/MTs sebanyak 5.481 orang. tamat SMU/MA sebanyak 4.396 orang
tamat SMK sebanyak 3.066 orang, Diploma I dan i sebanyak 1.554
orang, Akademi/Diploma I} sebanyak 3.552 orang, dan Universitas 5.439
orang.

Penduduk angkatan kerja pada tahun 1999 dapat diuraikan sebagai
berikut: Jumiah penduduk yang bekerja sebanyak 39.016 orang, Jumlah
penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 11.549 orang, Jumlah
penduduk bukan mencari pekerjaan - orang, sehingga jumlah angkatan
kerja adatah 50.565 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas:
Jumlah penduduk yang bersekolah 53.983 orang, Jumiah penduduk
mengurus Rumah Tangga 53.565 orang, dan lain-lain 14.167 orang.
Sehingga jumiah penduduk bukan angkatan kerja adalah 107.179 orang.
Penduduk miskin di daerah kota {mereka yang berpenghasilan Rp.
0%/kapita/bulan kebawah sebanyak O orang). Dikota Cirebon ini

penduduk miskin diperkirakan sebanyak 0% dari penduduk seluruhnya.
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6. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan
seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu
pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya
peningkatan sumber daya manusia memegang peranan yang sangat
tinggi. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang
kualitas sebagai mana yang dicita-citakan yang memiliki kemampuan
memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi yang diperiukan untuk mendukung pembaﬁgunan ekonomi,
sosial budaya dan berbagai bidang lainnya.

Tingkat pendapatan daerah dapat diukur antara lain dari income
perkapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), Pendapatan Asli
Daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang pangan
dan perumahan masyarakat. PAD tahun 1999 Kota Cirebon adaiah
sebesar Rp. 11.482.136.312- penerimaan dari PBB sebesar Rp.
2.023.730.415,- dan rata-rata income perkapita Rp. 4.283.500 -
sedangkan UMR yang berlaku adatah Rp. 145.000,- per bulan.

Mata pencaharian penduduk adaiah di sektor pertanian,
perburuhan, dan perikanan sebanyak 2.636 orang, disekitar
pertambangan dan penggalian sebanyak 881 orang, di sektor industri
pengolahan sebanyak 9.702 orang, disektor listrik, gas, dan air sebanyak

888 orang, di sektor bangunan sebanyak 69.333 orang.



7. Profil Pendidikan Kota Cirebon

Penyelengaraan pendidikan di Kota Cirebon merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Kota Cirebon yang diurus oleh
Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Untuk menyelenggarakan program
pendidikan oleh kota Cirebon ditetapkan visi pendidikan vaitu: “Warga
masyarakat gemar belafar, ber-IMTAQ, berbudaya, berketerampilan,
kreatif, dan produklif, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, dalam
rangka mewujudkan kota Cirebon sebagai kota pendidikan dan Kota Wali
sepanjang masa’. (Ageung Sumaryana: 2001). Dalam rangka pencapaian
visi maka ditetapkan misi pendidikan Kota Cirebon yaitu: Menerapkan
Prinsip pendidikan seumur hidup dalam kehidupan sehari-hari,
mengembangkan kemampuan serta mutu kehidupan. Merealisasikan
Output pendidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan yang
berkualitas, berbudaya, kreatif, inovatif, beriman dan bertaqwa pada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, serta memliki sikap percaya diri secara mantap dan penuh
rasa tanggung jawab. Mewujudkan sistem dan ikiim pendidikan yang
demokratis dan bermutu, Meningkatkan dan mengembangkan martabat
masyarakat Kota Cirebon sebagai Kota Wali, dan. Mewujudkan sistem
kehidupan yang penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan
didukung oleh akhlak mulia berwawasan kebangsaan.

Untuk mewujud visi melalui misi yang sudah dijabarkan, langkah

lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Cirebon, adalah



bagaimana mensosialisikan kepada seluruh penduduk kota Cirebon, agar
mereka faham akan pentingnya pendidikan. Sebab yang penting bukan
indahnya suatu visi, tetapi bagaimana visi itu dapat diimplementasikan
oleh setiap orang. Visi sudah dicanangkan, tugas pemda Cirebon tinggal
merealisasikan, bagaimana Caranya agar visi tersebut terwujud. Untuk itu
pula di pahami tentang fungsi kepemimpinan pendidikan, Burhanuddin
sebegaimana di kutip oleh Idochi Anwar (2000) Sebagai berikut:

1) Fungsi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin di capai.
Artinya pemimpin berusaha membantu ketompok untuk
merumuskan tujuan pendidikan yang memenuhi syarat agar
dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kegiatan
pendidikan.

2) Fungsi yang berkaitan dengan pengarahan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan organisasi. Artinya bagaimana
pemimpin mampu menggerakan bawahan agar serangkaian
kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Teknik yang
digunakan meliputi actuating, leading, directing, motivating, dan
staffing.

3) Fungsi yang berhubungan dengan penciptaan suasana kerja
yang mendukung proses kegiatan administrasi berjalan dengan
fancar, penuh semangat sehat dan berkreatifitas tinggi. Artinya

pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mampu



mendorong peningkatan produktivitas pendidikan yang tinagi

dan kepuasan karya yang maksimal.

Tabel 4.
Keadaan Umum Pendidikan SD/MWI, SLTP/MTs dan SMU/MA di Kota
Cirebon Tahun 1999/2000

“Variablel - Jsomn [srpifmrs [SLTPY {sMu. | SMK | MA | SMeMA
p. 712 th, 1315 th 32,093 15.061 RN
dan 16-18 th i
Jumlah Sek. Neg. dan 163 15 178 39 6 45 24 16 3 43
Swasta 1,

Jml. Siswa + swt. 34630 | 2811 | 37441 | 1547 | 198 | 17.154 1232 10.10 ; 155 23.992
1 3 4 9 9

Jml Sis. 712 th, 13- | 200251 2082 31107 | 1074 | 1.76 | 12515 9137 [ 8326 | 1.05 18.515
15 th, 16-18 th 9 6 2
Angka Partisipasi { 107,90 876 | 11686 | 1007 | 131§ 13390 | 8995 7378 113 175,14
Kasar (APK) 3 7 : 8 !
Angka Partisipasi a9 44 6,49 9693 | 71.37 | 1.7 8310 | 6669 | 60,70 | 768 135,64
Murni (APM) 3 .

Jumlah Kelas Neg + 1.082 106 1.188 392 49 441 320 265 34 813
Swi. I
Jm!. Ruangan kelas 1078 9z 1.170 414 53 457 316 158 43 | 554
Neg. + Swt. i :
Jmil. Ruangan kelas/R 1.082 106 1.188 392 49 441 320 265 34 | 618
Neg. + Swt. :

1.078 92 1.170 414 53 467 316 198 40 554
|
Rasio Kelas/R kelas 1,00 115 1,02 095 | 092 0,94 1.1 134 ] 085 |l 1.12
Guru:

* (zasah < SLTA 3 5 gl 85 9 74 6 17 5| 28
PGSLTPID 15 0 15 155 3 1528 3 2 1! &
PGSLTPD2 790 37 827 106 13 121 8 10 0 18
Diploma non 23 10 a3 6 0 & 14 15 1 30
Keguruan
Diploma 392 58 450 181 8 189 a8 i28 1 217
Keguruvan
Sarmud non 0 0 0 12 1 13 13 49 2 64
Keguruan
Sarmud &7 2 69 60 11 7t 59 30 4 93
Kegurnsan
Sarjana  Non 4] o 0 17 3 20 42 45 1 88
Keguruan
Sarjana 119 14 133 239 67 308 492 308 8i 881
Keguruan

Pasca Sarjana 0 0 0 0 1] 0 0 1 1] t

* Layak mengajar 976 53| 1.029 497 89 586 492 309 81 882

* Semi layak 407 58 465 134 16 140 189 230 6 398

Mengajar _

* Tak Layak 26 15 41 220 12 232 44 93 9 146

Mengajar

Angka putus Sekolah 115 21 136 108 31 139 165 250 35 450
Anka Melanjutkan ke 0 ¢ 62 o 0 0 0 0 0 : o
SLTP Terbuka/Siswa | B

Sumber Profil Pendidikan Kandep Diknas 2000 Kota Cirebon.



Kemajuan pendidikan Kota Cirebon cukup menggembirakan.
Pelaksanan program pembangunan di daerah ini menyebabkan makin
maraknya suasana belajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.
Dengan dilaksanakannya program-program pembangunan, pelayanan
pendidikan sudah menjangkau daerah terpencil dan bahkan penduduk
miskin dengan dibangunnya beberapa sekolah di daerah tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 116.66% dan Angka
Partisipasi Murni (APM) sebesar 96,93%. Untuk mencapai APK dan APM
dengan persebaran lokasi SD + MI diseluruh Kelurahan/Desa kecuali
Desa 0 yang merupakan desa tertinggal. Jumiah sekolah SD + M
seluruhnya sebanyak 1.029 sekolah. Untuk menampung siswa sebanyak
tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 1.170 ruang, dengan jumiah
-rombongan belajar {kelas) sebanyak 1.188, sehingga terdapat shift
sebesar 18 (0.02%). Guru yang mengajar SD + M| tersebut sebanyak
1.535 Guru diantaranya sebanyak 1.029 guru (67,04%), layak mengajar
sebanyak 465 guru (30,29%) semi layak mengajar, dan 41 guru (2,67%)
tidak layak mengajar,

Pada jenjang SLTP + MTs APK dan APMnya masing-masing
sebesar 113.90% dan 83,10% di mana peran SLTP dan MTs swasta kira-
kira sebesar 5.111/29.79 persen untuk mendukung pencapaian APM/APK
tersebut. Jumlah siswa seluruhnya sebanyak 17.154 Siswa.

Jumiah SLTP + MTs seluruhnya adalah 45 sekolah, dengan

persebaran lokasi SLTP/MTs di § *) Kecamatan. Untuk menampung
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jumiah siswa tersebut tersedia 467 ruangan kelas, rombongan belajar
(kelas) sebanyak 441 sehingga rasio kelasfruangan tidak ada shift.
Jumlah Guru yang mengajar SLTP + MTs sebanyak 958, diantaranya
sebanyak 586 (61,17%) layak mengajar, sebanyak 140 (14,61%) semi
layak mengajar dan sebanyak 232 (24,22%) tak layak mengajar. Jumlah
sekolah dan siswa SLTP terbuka masing-masing adalah 2 sekolah dan
275 siswa.

Sedangkan pada jenjang sekolah menengah APK dan APM
sebesar 175,11% dan 135,14% dengan peranan sekolah swasta sebesar
97,26% dalam pencapaian APK/APM tersebut. Jumlah SMU, SMK, dan
MA masing-masing adalah 24 + 16 + 3 sekolzh yang tersebar di &
kecamatan. Untuk menampung jumlah siswa SM tersebut telah tersedia
ruang kelas sebanyak 554 sedangkan rombongan belajar sebanyak 619
sehingga terdapat shift. Jumiah SMU dibanding SMK adalah
12.324/10.109 yang memberikan gambaran tentang minat dan peranan
SMK' untuk menghasilkan lulusan yang berketerampilan. Dilihat dari
kebutuhan sektor-sektor pembangunan dan jenis lapangan kerja, maka
bidang-bidang keahlian pada SMK yang periu dikembangkan adalah SMK
Bisnis/SMK Karawitan sesuai dengan Cirebon sebagai kota Parawisata,
Kota Industi, Kota Pefabuhan dan Kota Perdagangan. Dan untuk
memenuhui kebijaksanaan sistem ganda, sejumlah 13 SMK atau 100%

telah melaksanakan sistem ganda (Dual System).
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Pada SMU + SMK, Guru yang {ayak mengajar adalah 67,86% dan
51,07%, semi iayak mengajar adalah 26,07% dan 33,55%, serta tak layak
mengajar adalah 6,07% dan 15,37%. Angka mengulang-ngulang kelas
dan putus sekolah akan berpengaruh  terhadap perkembangan
pendidikan.

Pada SD/Mi angka mengulang dan putus sekolah adalah 269%
dan 0,36% pada SLTP/MTs sebesar 0,40% dan 0,81% dan pada SMU/MA
sebesar 0,42% dan 1,85%. Angka mengulang dan putus sekolah periy
diperhatikan untuk pengembangan pendidikan baik dalam rangka
meningkatkan periuasan/pemerataan maupun efisiensi dan efektifitas
pengelolaan pendidikan,

Mengenai angka melanjutkan memperhatikan. bahwa angka
melanjutkan ke SLTP/MTs sebesar 96,78%. hal ini menunjukkan
perkembangan yang cukup memadai pada jenjang SOD/MI dan
perkembangan yang menggembirakan pada jenjang SLTP/MTs. Dari
uraian tersebut, maka fokus perhatian pada permasalahan pendidikan di
Kota Cirebon ini adaiah: Pemerataan, yaitu permasalahan Ekonomi, Mutu,
yaitu permasalahan sarana prasarana dan tenaga, Relevansi, yaitu
permasalahan sarana, prasarana, tenaga, dan dunia usaha/dunia industri,

efisiensi dan efektivitas, yaitu pengalaman sudah biasa apa adanya.



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneiitian

Untuk menentukan arah yang jelas penelitian inj bertujuan untuk

memperoleh data dan informasi dari responden secara obyektif,

bagaimana manajemen keuangan sekolah pada SLTP Negeri dan SLTP

Swasta yang berada di Kota Cirebon.

Adapun yang menjadi tujuan khusus adalah sebagai berikut:

a.

Ingin mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu
dibiayai oleh sekolah, dalam rangka mendukung seluruh
kegiatan sekolah.

Mendeskripsikan sumber-sumber dana apa saja yang dapat
membiayai sekolah? dalam hal inj SLTP Negeri dan SLTP
Swasta yang ada di kota Cirebon.

Mendeskripsikan berapa biaya yang tersedia untuk mengelola
sekolah, dalam hal inj berapa biaya untuk SLTP Negeri dan
berapa untuk SLTP Swasta yang ada di Kota Cirebon.
Mengidentifikasi apakah dampak biaya terhadap kualitas
proses dan output pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini
peneliti ingin melihat keterkaitan antara level biaya dengan
mutu lulusan., |

Ingin mengetahui pihak mana saja yang terkait dalam
menentukan alokasi biaya yang dipergunakan dalam

mengelola sekolah



2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat antara lain,

sebagai berikut:

a.  Sebagai masukan bagi para pengeiola SLTP tentang
pentingnya manajemen sistim keuangan sekolah.

b. Sebagai bahan pengembangan  kajian disiplin  ilmu
administrasi pendidikan khususnya tentang pengelolaan
pembiayaan pendidikan.

C. Sebagai landasan untuk penelitian  dalam rangka
pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

d. Sebagai bahan pengembangan wawasan i dalam mendalami
iimyu administrasi khusus mengenai manajemen keuangan
sekolah,

€. Sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan
bagaimana mengelola keuangan sekolah, yang mengacu

kepada teori sebagai pedoman.

D. Fokus Dan Perumusan Masalah
1. Fokus
Adapun yang dijadikan dasar penentuan arah dan fokus penelitian

ini adalah sebagai berikut:
& Sekolah sebagai institusi pendidikan merupakan lembaga

sosial yang mempunyai misi menghasilkan output yang

I



berkualitas, di mana kualitas yang baik tidak mungkin dapat
dicapai tanpa tersedianya dana yang cukup.

Kebutuhan pembiayaan merupakan salah satu fungsi
manajemen, oleh karena itu kegiatan-kegiatan apa saja yang
dilakukan dalam manajemen keuangan agar tujuan tercapai
secara efektif dan efisien.

Dalam menyediakan pembiayaan pendidikan juga periu
diperhatikan dari mana biaya itu diperoleh, bagaimana
penggunaannya dan bagaimana pertanggungjawabannya

serta evaluasinya.

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas

peneliti dapat merumuskan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu

“Bagaimana manajemen keuangan sekofah pada SLTP Negeri dan

Swasta untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas® Secara lebih

khusus rumusan masalah penelitian ini akan dijabarkan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut:

a.

Bagaimana strategi perencanaan keuangan daiam
penyusunan RAPBS, dan strategi pencarian dana untuk
memenuhi kebutuhan sumber keuangén di SLTP Negeri dan
Swasta di Kota Cirebon ?

Bagaimana mekanisme penggunaan biaya pendidikan di

SLTP Negeri dan Swast:r:l di Kota Cirebon ?



¢. Bagaimana dampak pembiayaan sekolah terhadap mutu

lulusan di SLTP di kota Cirebon ?

d. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap

penggunaan keuangan di SLTP Negeri dan Swasta di Kota
Cirebon?

Dengan pertanyaan tersebut di atas dapat diharapkan peneliti
dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan manajemen
keuangan di SLTP Negeri dan Swasta yang ada di kota Cirebon.

Sedang dari jawaban tersebut di atas akan dianilisis lebih lanjut,
untuk kemudian mencari kemungkinan penambahan atau peningkatan
biaya, dengan mengajak peran aktif masyarakat, untuk memikirkan sistem
pembiayaan yang baru dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas
tentang pendidikan sebagai human invesment (human capitaf). Dengan
demikian diharapkan masyarakat akan lebih menyadan tentang arti

pentingnya pendidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah berkaitan dengan analisis
kebutuhan pembiayaan di SLTP Negeri dan SLTP Swasta di Kota
Cirebon. Dalam hal ini peneliti mencoba mendeskripsikan 3 katagori
model pembiayaan yaitu kategori baik, sedang dan kurang. Dari
~perbandingan ketiga mode! tersebut di atas peneliti akan mencoba
mencari model yang sesuai untuk dikembangkan di SLTP Negeri dan

SLTP Swasta di Kota Cirebon.



F. Definisi Operasional

Definisi ini penting dikemukakan dalam rangka mengetahui makna

setiap variabel. Definisi penulis rumuskan sebagai benkut :

1.

Manajemen keuangan sekolah yang dimaksudkan dalam penelitian
ini adalah, bagaimana keuangan sekolah dikelota, mulai dan
perencanaan, penggunaan dan pengawasan serta evaluasi. Agar
keuangan sekolah bisa berjalan secara efisien dalam rangka
pencapaian fujuan sekolah. Manajemen keuangan sekolah yang
dijadikan penelitian adalah manajemen keuangan vyang
dilaksanakan di SLTP Negeri dan SLTP Swasta di Kota Cirebon.
Hal ini penulis lakukan dalam rangka memperoieh gambaran,
bagaimana Kepala Sekolah menentukan strategi dalam pebuatan
RAPBS. Bagaimana penggunaan biaya di tiap sekolah. Bagaimana
pengawasan dan pertanggung jawabannya.

Keuangan sekolah adalah suatu jumiah uang yang harus
disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibefanjakan untuk
terlaksananya fungsi-fungsi kegiatan pencapaian tujuan. Unit
Organisasi apa saja yang harus dibiayai oleh keuangan sekolah.
Layanan kegiatan belajar, adalah kualitas dan kuantitas layanan
yang harus diberikan sekolah, baik oleh Kepala Sekolah maupun
personil lainnya baik guru maupun tata usaha kepada peserta didik,

dalam rangka menciptakan wawasan Wiyata Mandala, ialah suatu



kehidupan sekolah yang mendukung tercipta kualitas yang
diharapkan ofeh masyarakat.

Mutu tutusan adaiah kualitas yang dicapai oieh siswa, kualitas inj
diawali dengan kegiatan belajar mengajar termasuk bagaimana
proses belajamya, apakah sarana dan prasarana mendukung,
bagaimana sikap atau kinerja guru dalam proses belajar. Muty
lulusan adatah suaty keadaan yang bisa menimbulkan kepuasan
kepada masyarakat khusus orang tua siswa. Walaﬁpun yang
dijadikan indikator muty lulusan pada saat ini, masih sebatas
bagaimana rata-rata NEM pada suatu sekolah. Masyarakat
beranggapan sekolah yang bisa menghasilkan rata-rata NEM yang
tinggi  akan sangat tergantung bagaimana Kepala Sekolah
mengelola sekolah yang dipimpinnya, sebab kepemimpinan inilah

yang akan berpengaruh kepada kehidupan sekolah.

G. Premis~Premis

1.

Produktivitas yang baik tidak akan muncui dengan sendirinya,
tetapi lahir melafui proses pendidikan vang dikelola secara
profesional, didukung oleh personal yang handal dan dukungan
anggaran sesuai kebutuhan pelayanan belajar dan pengelolaan
sekolah (Gary S. Backer: 1 892).

Pendidikan dalam operasionalnya tidak bisa dilepaskan dari biaya
dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung

dengan ketersediaan biaya pendidikan {Johns & Morphet: 1979).



3. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan di dalam
mekanisme anggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi
tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan di dalam suatu organisasi
yang akan mencapai suatu tujuan tertentu (Analisis Biaya 1989:1).

4 Keberhasilan suatu lembaga pendidikan secara langsung
dipengaruhi oleh ketepatan manajer sekolah dalam mengelola dan
mengusahakan sumber daya yang ada (Wahyo Sumijo:1999).

5. Manajemen menentukan apakah penyelenggaraan pendidikan itu
berjalan lancar jika biaya sudah tersedia. Sebab, meskipun dana
tersedia, belum tentu program pendidikan itu dapat
diselenggarakan sebaik-baiknya bila manajemen pemanfaatan
dana tidak efektif dan efesien (Fakry Gaffar, Mimbar pendidikan :
1991 hal 59).

6. Bila pengeluaran pendidikan dibiayai dari sumber yang berbeda,
biasanya sukar mendapat angka gabungan dari jumlah total

pengeluaran anggaran biaya pendidikan (Berstecher : 1974).

H. Paradigma Penelitian
Analisa kebutuhan pembiayaan merupakan salah satu fungsi

manajemen pendidikan yang mengacu pada penataan sumber daya
sekolah dalam sistem pendidikan, agar memperiihatkan efisiensi dan
efektifitas proses dan pencapaian tujuan yang diharapkan dalam

mengelola pendidikan maka paradigma penelitian diperiukan. Paradigma



merupakan kerangka berfikir, yang dalam hal ini akan dijadikan acuan,
apa yang akan diteliti.

Paradigma ini merupakan gambaran yang ingin diteliti adaiah
bagaimana Kepala Sekolah sebagai manajer keuangan menyusun strategi
dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekoizh
(RAPBS), Mekanisme peénggunaan keuangan sekolah, dampak biaya
terhadap output sekolah, bengawasan dan evaluasi keuangan sekolah,
Sudahkah Kepala Sekolah menyusun strategi yang dapat diandaikan
dalam penggalian dana untuk menunjang kegiatan sekolah.

Paradigma ini juga dibuat dalam rangka, membatasi data apa saja
yang harus dicari, untuk mendukung agar penelitian ini sesuai dengan apa
yang sudah diutarakan pada halaman-halaman sebelumnya.

Untuk memperoieh hasil yang diharapkan sistem keuangan yang
bagaimana yang cocok untuk Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Negeri
dan Swasta di kota Cirebon, agar mampu mendanai kegiatan sekotah
sesuai dengan kebutuhan, terutama melaksanakan kegiatan belajar
mengajar dengan baik untuk menghasilkan luiusan yang berkulitas.
Paradigma peneletian akan diilustrasikan dalam bentuk gambar pada

halaman 46 sebagai berikut
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